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BAB V  

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

  Dari uraian penelitian skripsi di atas maka penelitian menarik 

kesimpulan bahwa Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di 

Kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa tersebut dapat di lihat dari beberapa 

indicator yaitu: 

1. Peran camat dalam penyelengaraan pemerintahan di Kecamatan Plampang 

Kabupaten Sumbawa telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan 

Plampang. Adanya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di Kecamatan Plampang, adanya kerjasama 

dengan kepolisian RI di wilayah kecamatan yang dapat membantu serta 

menjaga kegiatan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Plampang. 

2. Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pemerintah di 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: 

a. faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama dengan pihak kepolisian 

dengan Kecamatan Plampang, dengan kerja sama ini maka kegiatan 

penyelengaaraan Kecamatan Plampang semkin lancar tanpa adanya 

keributan masyarakat. Dan faktor pendukungnya adalah adanya sinegritas 

dengan kepolisian di wilayah kecamatan dan pihak kecamatan 
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memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

khusunya di kecamatan plampang. 

b. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusi dan 

kualitas penyelenggaraan pemerinath di Kecamatan Plampang masih 

kurang hal ini di karenakan kuranya pemahaman pengelola program 

pemberdayaan masyarakat yang di jalankan oleh pihak Kecamatan 

Plampang, serta kurangnya partisipasi masyarakat dengan adanya program 

tersebut.  

5.2. Saran 

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan peran 

camat dalampenyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa, maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memebrikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pihak Kecamatan Plampang khusunya pemangku kepentingan seharusnya 

melakukan sosialisasi secara berkala dengan tujuan masyarakat sebagai 

penerima pelayanan dapat memahami dengan jelas program yang sedang 

dijalankan oleh pemerintah khusunya Kecamatan Plampang.  

2. Pihak Kecamatan Plampang seharusnya lebih genjar dalam menggerakan 

masyarakat untuk melibatkan diri dalam setiap penyelenggaraan pemerintah 

agar pelaksanaan program Kecamatan yang dicita-citakan dapat singkron 

dengan aktualisasi di lapangan. 
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3. Bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa, khususnya wilayah Kecamatan 

Plampang agar lebih aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan 

penyelengaraan sebagai bentuk dukungan terhadap program yang sedang di 

implementasikan ini dapat terwujud.  

4. Kecamatan Plampang harus meningkatkan sumber daya manusia agara dapat 

menjalankan program pemberdayaan masyarakat denagn semaksimal 

mungkin dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Wawancara dengan Kepala Camat Plampang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Staf Kecamatan Plampang 
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Wawancara Dengan Salah Satu Kepala Desa Di Kecamatan Palmpang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Denagan Salah Satu Ustad Di Kecamatan Palmpang 

 

 

 

 

 


	5.2.  Saran
	DAFTAR PUSTAKA
	3.pdf (p.2)
	img0783.pdf (p.3)
	1.pdf (p.1)
	3.pdf (p.2)
	img0783.pdf (p.3)
	img0784.pdf (p.4)
	img0785.pdf (p.5)

